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MOTTO 
إ  َاذح..اُول ِدْع اف ُمتمك  
“ Apabila Kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil,..”  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
x 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
  Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
xi 
 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
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No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiv 
 
 لوسرلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Yenni Indri Astuti, NIM: 152121067 “ANALISIS PUTUSAN HAKIM 
DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI MENURUT SADD AL-DZARI’AH 
(Studi Kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/018/PA.Ska)”. Pada asasnya 
perkawinan seorang pria dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu istri 
begitu sebaliknya, Namun Pengadilan dapat memberi izin seorang suami yang 
akan memiliki istri lebih dari satu yang di atur dalan Undang-Undang Perkawinan 
No 1 Tahun 1974. Poligami diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 tentang syarat 
diberikannya izin poligami. Perihal alasan seorang ingin mempunyai istri lebih 
dari satu terdapat permasalahan yang terjadi dalam izin poligami. Dalam 
penyelesaianya, dapat dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Agama 
dengan tujuan memperoleh izin dan kepastian hukum di kemudian hari.Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Surakarta dalam 
memberikan izin poligami dan menetapkan harta bersama dan bagaimana tinjaun 
Sadd al-dzari’ah terhadap pertimbangan kasus tersebut. 
 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur, dengan sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama 
Surakarta. Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat membahas dan 
menjelaskan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami. 
 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang memutus 
perkara izin poligami didasarkan atas keadilan dengan melihat nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, dan  pertimbangan Sadd al-dzari’ah pada perantara 
adanya jalan yang memutus perkara yang buruk. Majelis Hakim dalam 
Pertimbangan hukum dalam memberikan izin poligami melihat dari akibat  
hukum yang akan ditimbulkan yakni perbuatan yang melanggar agama dalam hal 
ini zina maka majelis Hakim memberikan izin poligami dengan pertimbangan-
pertimbangan perantara adanya poligami apabila ditinggalkan suami ditakutkan 
akan terjerumus ke dalam perzinahan sehingga poligami disini bisa diperbolehkan 
agar terwujudnya tujuan hukum syara’ (maqasid asy-syari’ah) dalam memelihara 
Agamanya. 
 
 
 
Kata Kunci: Poligami, Kewajiban Suami Istri, Sadd al-dzaria’ah 
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ABSTRACT 
Yenni Indri Astuti, NIM: 152121067  “THE ANALYSIS OF VERDICT JUDGE 
IN POLIGAMY PERMIT BASED ON SADD AL-DZARI’AH (A Case Study 
Number 0474/Pdt.G/018/PA.Ska)”. The principle of marriage between a man and 
woman is that a man is allowed for having only one wife and so does the woman. 
In the other hand, the court can give the permit to the husband to have more than 
one wife based on Marriage Law Number 1 Year 1974. Polygamy is regulated in 
section 4 and section 5 about the requirement of polygamy permit. A husband that 
wants to have more than one wife becomes a problem in polygamy permit. For 
solving this kind of problem, a husband can do the legal proceeding in religious 
court in order to get the permit and the legal certainty. This research aims to know 
the judge consideration at the court of Surakarta in giving the polygamy permit 
and deciding joint property and how is the Sadd al-dzari’ah rule toward the case. 
 This research is a literature research and the data source is secondary data 
in form of Surakarta Religious Court decision. The analysis of the data is 
describing and explaining the judge consideration in deciding the polygamy 
permit. 
 The result of this research shows that the polygamy permit based on 
justice by considering the legal values that grow in the society and consideration 
of Sadd al-dzari’ah in solving the problem. The panel of judges in giving the 
polygamy permit is according to the probability of religion violation called zina. 
Because of that, the judge gives the polygamy permit to the husband so that he 
can avoid the zina and this decision based on maqasid asy-syari’ah for keeping 
his religion. 
 
Keyword: Polygamy, Rights and Obligations of Husband and Wife, Sadd al-
dzari’ah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar  Belakang 
Istilah poligami terdiri dari kata “poli”dan“gami”,secara etimologi, 
poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami yaitu seorang 
laki-laki mempunyai lebih dari dari satu istri. Poligami menurut bahasa 
Indonesia merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki 
atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 
Sedang menurut Siti Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan 
perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam 
waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu 
diartikan bersifat poligami.1Allah SWT membolehkan poligami sampai 4 
orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam 
melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian dan segala 
hal yang bersifat lahiriah.2 
Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 
2 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang 
suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. Dalam pasal 4 Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan menyatakan Pengadilan hanya
                                               
       1Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2004) 
Hlm 23. 
       2Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,(Jakarta.Kencana.2015)hlm 129. 
2 
 
 
 
memberi memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari 
seorang apabila: 
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
2.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 
Dengan alasan dimaksud pasal 4 Undang-undang Perkawinan No 1 
Tahun 1974 diatas harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.3 
Dalam putusan Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska atas 
permohonan izin poligami yang diajukan oleh, AS , tempat tanggal lahir 
Blitar 26 Februari 1973, umur 45 tahun, Agama Islam , pendidikan SLTA, 
pekerjaan Wiraswasta, alamat kelurahan Banyuanyar Kecamatan 
Banjarsari, Kota Surakarta sebagai Pemohon melawan LS , tempat tanggal 
lahir Blitar 03 Mei 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 
pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Banyuanyar Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta sebagai Termohon. Bahwa antara AS dan LS 
telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 maret 1996 dibuktikan 
dengan akta nikah Nomor.686/46/III/96 dicatatkan di Kantor Urusan 
                                               
       3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam.(Grahamedia press. Februari 2014). 
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Agama kabupaten Blitar. Dari perkawinanya tersebut telah dikaruniai anak 
7. (Pemohon) akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan 
bernama SE sebagai calon isteri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan 
alasan pemohon sering pergi keluar kota dan isteri tidak dapat 
mendampingi dikarenakan mengurus anak-anaknya.  
Bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada 
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila, (1) isteri 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, di putusan hakim 
Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA/Ska, isteri sedang menjalankan kewajibannya 
yaitu mengurus anak-anaknya,(2) isteri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan, di putusan tersebut isteri tidak 
mengalaminya, (3) isteri tidak melahirkan keturunan, juga tidak 
mengalaminya karena isteri memang telah dikaruniai 7 anak. Dalam 
Perkara tersebut alasan yang dipakai Pemohon karena isteri Pemohon 
tidak dapat menemani keluar kota karena Pemohon sering keluar kota 
untuk alasan pekerjaan sehingga melakukan poligami agar ada yang 
menemani dan supaya Pemohon terhindar dari perbuatan yang tidak 
diinginkan menurut Agama. Sedangkan dalam perkara Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska istri sama sekali tidak menyimpang dari 
ketentuan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 junto 
Kompilasi Hukum Islam pasal 57  meskipun dalam perkara Nomor 
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0474/Pdt.G/2018/PA.Ska istri memberi izin kepada suami untuk menikah 
lagi. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik ingin meneliti 
permasalahan di atas dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM 
DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI MENURUT TINJAUAN SADDU  
AL- DZARI’AH”  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami 
kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska? 
2. Bagaimana tinjauan Saddu al-Zari’ah pada perkara ijin poligami  perkara 
Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin 
poligami perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Saddu al-dzari’ah pada perkara izin  poligami 
perkara Nomor 0474/Pdt/G/2018/PA.Ska. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Akademis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang 
hukum islam khususnya terkait analisis pertimbangan Hakim  perkara 
ijin poligami ditinjau dari saddu al-dzari’ah 
b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman rujukan untuk 
penelitian berikutnya. 
2. Secara Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi masyarakat 
dan peneliti lain supaya ada kejelasan terhadap perkara ijin poligami 
untuk mereka yang akan melakukan poligami dengan 
mempertimbangan alasan-alasan serta syarat-syarat poligami. 
E. Kerangka Teori 
1. Poligami  
Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara Etimoligi, 
poli artinya “banyak”, gami artinya “ isteri”. Jadi, poligami itu artinya 
beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki 
mempunyai isteri lebih dari satu isteri. Allah SWT membolehkan 
berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada 
mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat 
tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak 
berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Hal ini 
berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 3: 
   
  
 
   
   
  
   
   
   
   
   
     
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Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah 
wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.4 
 
Dalam KHI prosedur dan tata cara poligami diatur dalam pasal 56 
yaitu 
a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus 
mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. 
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975. 
c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau 
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
Pasal 57 pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang 
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
                                               
         4 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Madina 
Qur;an, 2016, hlm. 77 
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Selain syarat utama diatas dalam pasal 58 untuk memperoleh izin 
pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada 
pasal 5 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu 
a.  Adanya persetujuan isteri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan     
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 
Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat 
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 
isteri pada sidang Pengadilan Agama.5 
2.  Hak dan Kewajiban Suami Istri 
  Al-Qur’an menghimbau kaum suami agar melaksanakan hak-hak 
istri mereka, baik hak-hak yang wajib maupun sunnah. Rasullullah saw 
juga memerintahkan agar mereka menasehati para istri dengan cara 
yang bijak dan benar. Hak-hak istri yang harus dijalankan suami bisa 
dirinci sebagai berikut6:   
a.  Menafkahinya, nafkah ini meliputi nafkah sandang dan pangan. 
b. Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan 
yang menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa 
malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita. 
                                               
       5Abdul Rahman Ghozali, fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana 2013) hlm.129. 
        6Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana Media 
Group.2006) Edisi pertama, hlm 160  
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Memberikan haknya ditempat tidur, tidak membuka rahasianya 
kepada siapapun, mengizinkannya berkunjung ke keluarga dan 
mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah pada 
waktu-waktu tertentu. Membantunya jika ia membutuhkan dan 
menghormati kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak-
atiknya kecuali izinnya. 
 c. Mengajarinya hal-hal yang dibutuhkannya terkait dengan masalah 
Agama. 
 d. Mencemburuinya dalam batas kewajaran. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII disebutkan  hak dan 
kewajiban suami istri antara lain:7 
Pasal 77 
a.  Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi 
dasar dari susunan masyarakat. 
b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 
c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan Agama. 
d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
                                               
       7 Undang-undang Republik Indonesa Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum,Grahamedia perss, 2014. Hlm 355.  
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e.  Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
Pasal 808 Kewajiban Suami 
a.  Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan 
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami istri bersama.  
b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
c  Suami wajib memberikan pendidikan agama, nusa dan bangsa. 
d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
 (a). Nafkah,kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
(b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
istri. 
 (c). Biaya pendidikan bagi anak. 
e.  Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf 
a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 
istrinya. 
f.  Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. 
g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila 
nuyzuz. 
Pasal 839 Kewajiban isteri 
                                               
       8 Undang-undang Republik Indonesa Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum,Grahamedia perss, 2014. Hlm356 
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a Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 
b. Istri meyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-
hari dengan sebaik-baiknya. 
3. Saddu Al-DZari’ah 
a. Pengertian Saddu Al-DZari’ah 
  Saddu al-dzari’ah terdiri dari dua kata  saddu dan dzari’ah. 
Saddu  ّدسلا) ) berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan 
dzari’ah  )ةعيةرذلا( artinya (ةليسولا) berarti media atau jalan. 
Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua 
jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.10 
b. Dasar Hukum Saddu al-dzari’ah 
   
    
  
    
  
  
   
  
  
  
     
 
                                                                                                                                
        9 Undang-undang Republik Indonesa Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum,Grahamedia perss, 2014. Hlm358 
        10 Rial Fuadi, Ushul Fiqh,  cet I, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm 92. 
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Dan  janganlah kamu  memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan.(al-an’am:108).11    
Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT, tetapi ayat yang 
melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena 
larangan ini dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik 
mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.12 
c. Kedudukan Saddu al-dzari’ah 
  Telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat 
mengenai saddu al-dzari’ah, apakah menolak atau ia dapat menjadi 
hujjah syar’iyyah. Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, 
keduanya yang mestro madzhab fiqh terkenal, menerima Saddu al-
dzariah sebagai hujjah syar’iyyah. Sedangkan al- syafi’i dan Abu 
Hanifah, keduanya juga sang maestro mazhab fiqh terkenal. 
Menerima Saddu al-dzari’ah  sebagai hujjah syar’iyyah untuk kasus-
kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain.  Golongan 
ulama Zahiriyyah , terutama Ibnu Hazm, menolak sama sekali 
(secara mutlak) Saddu al-zariah artinya bukanlah hujjah 
syar’iyyah.13 
 
                                               
       11 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Madina 
Qur;an, 2016, hlm 141. 
 
       12 Ibid, hlm.93. 
 
       13 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, cet I,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011) hlm 143 . 
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F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi Ugeng Teguh Raharjo, (Mahasiswa Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyah IAIN Surakarta, 2014) skripsi dengan judul : “ Problem 
Perkawinan Poligami di Indonesia Analisis Terhadap Ketentuan Poligami 
Dalam Hukum Perkawinan”  skripsi tersebut membahas mengenai pasal-
pasal poligami dalam Hukum Perkawinan secara Komperhensif sebagai 
objek penelitian dengan pendekatan gender serta sosio-kultural masyarakat 
Indonesia untuk menemukan konsep poligami yang berkeadilan.14 
Skripsi Muhammad Najmul Walid (Mahasiswa Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017) skripsi dengan judul: “ 
Analisis Izin Poligami DI Pengadilan Agama (studi putusan Hakim 
tentang Izin Poligami di PA Semarang tahun 2016)” skripsi ini membahas 
mengenai syarat yang digunakan dalam permohonan izin poligami. 
Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 
mengimplementasi syarat permohonan izin poligami dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut.Dalam 
kesimpulannya,  hakim dalam memutus perkara yang apabila tidak 
memenuhi syarat alternatif hakim dapat memutus menggunakan syarat 
kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif seharusnya berimbas pada 
tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin 
poligami, inilah yang menjadikan hakim dapat melakukan ijtihadnya 
                                               
       14Ugeng Teguh Raharjo,”Problem Perkawinan Poligami di Indonesia: Analisis Terhadap 
Ketentuan Poligami dalam Hukum Perkawinan”, skripsi tidak diterbitkan,Jurusan Al0Ahwal Asy-
Syakhshiyah IAIN Surakarta,2014. 
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sebagaimana UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 
dan  pasal 5 ayat (2)UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. perbedaan 
dengan penelitian penulis disini  penulis menliti masalah izin poligami 
tentang alasan mendasar hakim gunakan dalam memutus perkara izin 
poligami serta bagaimana pertimbangan dalam perkara izin poligami,  
memutuskan perkara izin poligami ditinjau dari saddu al-dzari’ah  yang 
memfokuskan pada objek putusan Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska.15 
Skripsi Angga Budi Saputra (Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 
IAIN Surakarta tahun 2017) dengan judul “Analisis Hakim tentang 
Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus 
di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)” skripsi ini membahas 
rumusan masalah  tentang  pertimbangan hakim dalam memutus harta 
bersama (gono-gini) akibat perceraian serta pandangan yuridis dan fiqh 
dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam 
kesimpulannya  pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengadilan 
agama menggunakan dasar hukum Islam di Indonesia yaitu Kompilasi 
hukum Islam pasal 97 dan Hukum Positif di Indonesia, yaitu Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1. 
Perbedaan dengan penelitian penulis disini penulis menganalisis pada 1 
(satu) putusan dimana penulis ingin meneliti , bagaimana pertimbangan 
                                               
       15Muhammad Najmul Walid, “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan 
Hakim tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016”, Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas 
Syariah da Hukum UIN Walisongo Semarang,2017.  
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hakim dalam memutus perkara izin poligami ditinjau dari saddu aldzariah 
yang mana memfokuskan putusan Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska.16 
Skripsi Zunita Santiwi  (Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 
IAIN Ponorogo 2018 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 
Permohonan Poligami yang diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan 
Agama Nganjuk (studi Perkara Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj)” skripsi 
ini membehasas tentang Bagaimana Pertimbnagan Hakim Pengadilan 
Agama Nganjuk terhadap permohonan izin Poligami yang dilakukan 
Keluarga miskin ditinjau dari efektifitas hukum serta bagaimana analisis 
terhadap permohonan poligami yang dilakukan olrh keluarga miskin yang 
ditinjau dalam hukum Islam dan teori kepastian hukum.  Dalam 
kesimpulannya perkara nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj apabila ditinjau 
dari teori efektifitas hukum dalam perkara ini merupakan Undang-undang. 
Majelis Hakim Pengadilan Agama terkait izin poligamiapabilia ditinjau 
dari hukum islam sudah sesuai yaitu dengan mendahulukan kemdharatan 
dan mengesampingkan maslahah dan apabila ditinjau dari teori kepastian 
hukum hakim memeutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan 
berbagai hal dengan peraturan tersebut yaitu Undang-undang. Perbedaan 
dengan penelitian peneliti yakni pada objek putusan  dan pada masalah. 
Penulis  gunakan yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus 
                                               
       16Angga Budi Saputro,”Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-
Gini)Akibat Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015)”,Skripsi  tidak 
diterbitkan,Jurusan Hukum Keluarga IAIN Surakarta, 2017. 
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perkara izin poligami serta bagaimana pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara ditinjau dari saddu al-dzari’ah17 
 
 
 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian pustaka/ literer 
dengan menggunakan hukum yuridis normatif . Penelitian hukum 
yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan melakukan pengkajian 
terhadap studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 
atau bahan pustaka.18 Dimana penelitiannya dilakukan melalui studi 
kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai referensi yang relevan 
sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Studi dokumen yang akan 
diteliti antara lain pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang 
berlaku berkaitan dengan, poligami, bahan-bahan hukum berbentuk 
buku, karya tulis,artikel dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
2. Sumber data 
Dalam penelitian kepustakaan (library research)  sumber data yang 
digunakan adalah sumber data sekunder, yang berkaitan dengan 
                                               
        17 Zunita Santiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Poligami yang Diajukan Keluarga 
Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk; studi kasus Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2017/PA.Ska”, 
Skripsi  tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Ayakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.2018.   
 
       18Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum,(Bandung:CV Puataka Setia,2008),hlm 39. 
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masalah untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang 
dilakukan. Dengan bahan-bahan antara lain:  
a. Bahan hukum Primer, data yang diperoleh langsung dari sumber 
asli yang memuat informasi atau data. Data yang dimaksud adalah 
data yang berupa laporan tahunan perkara, Putusan Pengadilan 
Agama Surakarta  Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska 
tentang  izin poligami yang berupa dokumen berkas perkara. 
Mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam 
menyelesaikan serta memutus perkara izin poligami atas 
penyertaan penetapan harta bersama. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data utama dan 
memberikan penjelasan mengenai data primer. Data relevan yang 
mendukung judul penelitian diantaranya, Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Kompilasi 
Hukum Islam dan teori tentang Saddu al-dzari’ah. 
3. Tenik Pengumpulan data 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari dan 
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, 
pengumpulan data berupa dokumen maupun foto-foto yang 
berupa hasil putusan Pengadilan Agama Surakarta 
Nomor.0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. 
b. Wawancara 
17 
 
 
 
Teknik pengumpulan data dengan cara atau melalui 
wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai perkara izin 
poligami di Pengadilan Agama Surakarta. Dengan narasumber 
Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. yaitu dengan Ketua Majelis 
Drs.Jayin,S.H., Hakim Anggota H.Zubaidi,S.H. dan Hakim 
Anggota Drs. Elis Rahmawati, SHI.,S.H.,M.H19 
4. Teknik Analisis Data 
Tenik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah 
dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam 
penelitian ini menggunakan cara membaca, memahami, dan 
memaknai isi dari sumber tetulis yaitu putusan Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. kemudian akan menghasilkan data 
deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dilakukan melalui 
pengkajian dengan memberikan gambaran umum serta meyeluruh 
sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan, sehingga tujuan 
dari penelitian dapat memberikan hasil serta kesimpulan mengenai 
pertimbangan hakim dalam meyelesaikan perkara izin poligami. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, 
maka diperlukannnya pembahasan yang sistematis. Sistematika 
                                               
       19 Lexy J  Moleong , Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 2016) hlm.5. 
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penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Secara rinci, pembahsan 
masing-masing ke 5 (lima) bab tersebut diantaranya: 
BAB I,merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 
teori,tinjauan pustaka serta metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II, merupakan teori-teori yang terdiri dari; tinjauan umum 
tentang poligami meliputi pengertian, syarat, alasan-alasan poligami, 
hukumnya dan tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri 
serta teori Saddu al-dzariah dan teori-teori yang berhubungan dengan 
perundang-undangan serta dasar hukum lain yang terkait dalam 
pembahasan ini yang berfungsi untuk menganalisa data. 
BAB III, Dalam bab ini berisi uraian tentang data-data yang 
relevan dengan penelitian yang akan dianalisis yang berupa deskripsi 
data terkait  perkara No.0474/Pdt.G/2018/PA.Ska.serta didukung 
dengan gambaran lokasi penelitian yakni gambaran lokasi Pengadilan 
Agama Surakarta, sejarah singkat Pengadilan Agama Surakarta, 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta, Kompetensi 
Pengadilan Agama Surakarta. 
BAB IV, dalam bab ini memuat analisis dari hasil penelitian 
mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tersebut agar dapat 
digunakan dalam menjawab permasalahan yang sesuai pada rumusan 
masalah.  
19 
 
 
 
BAB V , bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh 
pembahasan serta saran yang dapat diberikan, sebagai ringkasan 
penelitian. 
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BAB II 
POLIGAMI MENURUT PERSPERTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
POSITIF SERTA HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DITINJAU DARI 
SADDU AL-DZARI’AH 
 
A. Poligami 
1. Poligami Menurut Islam. 
 Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang 
sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke 
jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi 
masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak 
terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para isteri. 
Suamilah yang menentukan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang 
ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para isteri harus menerima 
takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. 
 Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak 
menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami 
hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula 
seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat ini 
ditemukan di dalam dua ayat poligami yaitu surah an-Nisa’ ayat 3 dan 
ayat 12967 
 
 
                                               
       67Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 
Indonesia,(Jakarta:Kencana,2004) hlm 156-159 
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   
  
 
   
   
  
   
   
   
   
   
   
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zina. 
(An-Nisa’:3) 68 
 Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. Melakukan 
percakapan  satu arah dengan para wali pengasuh anak yatim, seolah-
olah Dia berfirman, “ Apabila terdapat perempuan yatim dalam 
asuhan salah seorang di antara kalian atau dalam kekuasaanya, dan ia 
takut tidak dapat memberi mahar yang selayaknya ia dapatkan (secara 
adil), maka ia dianjurkan untuk mengurungkan niatnya menikahi 
perempuan yatim tersebut dan dianjurkan untuk memilih perempuan 
lain. Karena perempuan iti sangat banyak Allah Swt, tidak pernah 
mempersulit hamba-hambaNya. Oleh karena itu, Dia menghalalkan 
bagi seorang laki-laki tersebut takut akan terjerumus pada perbuatan 
                                               
         68 Sohari Sahrani Tihami, Fiqih Munakahat, cet IV (Jakarta:Rajawali Pers,  2014) hlm 358 
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dosa (tidak dapat berbuat adil), maka ia diwajibkan untuk menikahi 
satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya.69 
 Menurut Quraisy syihab, ayat 3 an-Nisa tidak mewajibkan 
poligami atau menganjurkanny, dia hanya berbicara tentang bolehnya 
poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya 
dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Jika 
demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syaruat 
Al-Qur’an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan 
buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum,70 
  
   
  
   
  
 
 
  
  
   
  
      
Dan kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istri(mu) walupun 
kamu sangat ingin berbut demikian, karena itu janglah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 
                                               
        69 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm 354 
         70 Siti Ropiah, “ Studi Kritis Poligami Dalam Islam”, Al-Afkar Journal for  Islamic 
Studies,(Bekasi), Vol I Nomor 1. 2018, hlm, 94. 
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memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.(An-Nisa 129)71 
 Ayat di atas menujukkan bahwa wanita itu adalah mahkluk yang 
lemah, tak ubahnya anak-anak yatim.72 Keadilan yang dimaksud  oleh 
ayat ayat di atas adalah adil secara lahir dalam hal-hal yang bersifat 
materi dan dapat di ukur, bukan adil dalam rasa cinta dan kasih 
sayang, karena hal itu sangat mustahil dapat dilakukan oleh semua 
orang. Keadilan yang ditafsirkan oleh ayat kedua adalah keadilan 
dalam perasaan cinta, kasih dan hubungan seksual. Muhammad bin 
Sirih berkata, “ Aku pernah bertanya kepada Ubaidah tentang maksud 
ayat ini dan Ia menjawab maksud ayat ini adalah (adil) dalam rasa 
cinta dalam hubungan seksual. Abu Bakar bin Arabi berkata, 
“sangatlah benar pendapat yang mengatakan bahwa keadilan dalam 
perasaan cinta tidak bisa dilakukan oleh siapa pun karena hati manusia 
berada dalam kekuasaan Allah Swt yang dapat membolak-balikannya 
sesuai dengan kehendakNya.73 
Pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab disebutkan 
dengan ta’addud al-zaujat 74sebenarnya tidak menjadi persoalan, tidak 
terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang 
                                               
        71 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: 
CV Pustaka Setia, 2011) hlm 127 
 
         72  Ahmad Dzulfikar, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1, (Depok: Keira Publishing,2016) hlm 
430 
 
        73  Departemen Agama RI al-Qur’an dan Tafsir... hlm 22  
 
       25  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, cet 5, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016). Hlm 
151  
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kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-
macam. AS-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan 
mensyaratkan pelakunya harus berbuat adil. Al-Kasani menyatakan 
lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 
As-Syafi’i juga mensyaratkan keadilan di antara para isteri, dan 
menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal 
mengunjungi isteri di malam atau siang hari. 
 Jika disederhanakan, pandangan normatif Al-Qur’an yang 
selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan 
dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama,  seorang lelaki 
yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup 
untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang 
dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua isterinya 
dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak 
perkawinan serta hak-hak lain.  
 Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan 
poligami menurut Abdurrahman sebagai mana yang dikutip Amir dan 
Azahri bahwa setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada 
delapan keadaan; (1) isteri mengidap suatu penyakit berbahaya dan 
sulit disembuhkan, (2) isteri terbukti mandul dan dipastikan secara 
medis tak dapat melahirkan, (3) Istri sakit ingatan, (4) Istri lanjut usia 
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri. (5) Isteri 
memiliki sifat buruk, (6) Isteri minggat dari rumah, (7) Ketika terjadi 
25 
 
 
 
ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang, (8) kebutuhan 
suami isteri lebih dari satu, dan jika tidak terpenuhi menimbulkan 
kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.75 
Dasar hukum poligami menurut Hadist 
1. Dari  riwayat Imam Tirmidzi dan Ad-Daruquthni: 
 
dari Ibnu Umar r.a, bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah 
masuk Islam. Ketika amsuh jahiliyah ia memiliki sepuluh isteri, 
isteri-isteri masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh 
Rasulullah SAW,memilih empat isteri di antara mereka (yang 
enam diceraikan).76  
 
2. Dari riwayat Abu Dawud 
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW, bersabda,’ barang 
siapa mempunyai dua orang isteri lalu lebih berat pada salah 
satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan 
bahu miring.77 
 
Hadist-hadist yang telah dikemukakan di atas merupakan 
dasar hukum poligami. Beristeri lebih dari seorang dilakukan oleh 
para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan, digambarkan oleh 
hadis tersebut tentang membagi nafkah lahiriah keluarganya 
menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal “hati”, 
                                               
       75Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 
Indonesia,(Jakarta:Kencana,2004) hlm 156-159. 
 
         76Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz VI, hlm.85. 
 
         77Ahmad, Musnad Ahmad, Juz IX, hlm. 416 . 
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beliau sendiri menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk 
menguasainya.78 
2. Poligami menurut Hukum Positif di Indonesia 
a. Pengertian Poligami. 
Istilah “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara 
etimoligi, “poli” artinya banyak dan “gami” artinya istri. Jadi, 
poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami 
artinya, seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, tetapi 
dibatasi paling banyak empat orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mendefinisikan poligami secara umum sebagai sistem yang dipakai 
seorang laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri).79 
Selain itu, karena memang bahasa yang digunakan sehari-hari 
di Indonesia seorang lak-laki yang mempunyai istri lebih dari 
seorang disebut poligami. Dari segi konsep, poligami berasal dari 
kata poligyamy berarti suami atau istri memiliki pasangan (suami 
atau istri) lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada 
dasarnya memiliki dua kandungan yaitu: (1) poliandri, yaitu seorang 
istri memiliki banyak suami,(2) poligini, yaitu seorang suami 
memiliki banyak istri. 
 
                                               
        78.Beni Ahmad Saebani dan H.Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...hlm128-
130 
 
       79 Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet 7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm 
129. 
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b. Alasan Poligami 
Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami 
beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan 
telah memberi izin. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh 
Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam 
pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan:80 
 Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan 
izin pada sseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila: 
1.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri. 
2.) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan, 
3.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (lihat pasal 57 KHI 
jo ps.41.PP)81 
c. Syarat Berpoligami 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, 
sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus 
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut 
                                               
       80  Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum  Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2012) hlm 9. 
 
       81Ahmad Rofiq ,Hukum Perdata Islam di Indonesia,(cet III.Depok, Rajawali Pers 2017) hlm 
140. 
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1) Adanya persetujuan dari istri-istri 
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adail terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka. 
Persetujuan istri atau istri-istri dapat dilakukan secara 
tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang 
pengadilan agama.82 
  Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif , artinya Pengadilan 
Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami 
apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat 
saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak 
permohona tersebut. Selanjutnya, dalam buku II pedoman 
Mahkamah Agung Ri dijelaskan, bahwa pada saaat pengajuan 
permohonan izin poligami dari seorang suami, harus pula diajukan 
permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya terdahulu. 
Jika permohonan harta tersebut tidak diajukan, ada dua hal yang 
dapat terjadi. Pertama, istrinya yang terdahulu dapat mengajukan 
gugatan rekonvensi tentang penetapan harta bersama. Kedua, jika 
istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonvensi, Pengadilan Agama 
                                               
       82H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, fikih Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 369  
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harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak diterima 
Neit onvanklijk verklaard83 
d. Prosedur Poligami 
 Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  pasal 55, 
pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59.  
Pasal 55 disebutkan sebagai berikut: 
1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas 
hanya sampai empat isteri. 
2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu 
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. 
Pasal 56 adalah sebagai berikut: 
1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat 
izin dari Pengadilan Agama. 
2) Pengajuan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII peraturan pemerintah 
No 9 Tahun 1975. 
Perkawinan dengan istri kedua, ketiga da keempat tanpa 
izin dari Pengadilan Agama , tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Pasal 57 
                                               
       83H.M Anshary MK “Hukum Perkawinan Di Indonesia..... 
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Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang 
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan, 
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 58 
1) Pengadilan Agama , harus pula dipenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, 
yaitu 
a) Adanya persetujuan istri. 
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan hidup istri-istri dan ana-anak mereka. 
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf (b) 
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau 
istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, 
tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 
dipertegas denga lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 
3) Persetujuan dimaksud ayat (1) huruf(a) tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin 
diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri  atau istri-istri 
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sekurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu 
mendapat penilaian Hakim. 
Pasal 59 
  Dalam hal istri mau memberi persetujuan dan permohonan 
untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan alasan salah satu 
alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan 
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah 
memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 
Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami 
dapat mengajukan banding atau kasasi.84 
B.  Hak dan Kewajiban Suami Isteri  
1. Pengertian  
Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara suami dan isteri 
yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. 
Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga 
bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan Istri masing-masing.85 
 
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri 
                                               
       84Siska Lia Sulistiani ,Hukum Perdata Islam cet I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018) hlm 
93.  
 
       85Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017) Hlm 
147 
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 Dalam pasal 31 Undang-undang N0.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jo pasal 79 ayat (2) tentang kedudukan Suami Isteri 
menyatakan:86 
a. Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam 
masyarakat. 
b.   Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
c.   Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 
 Pasal 32 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo 
pasal 78 KHI menegaskan: 
a.   Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan oleh suami istri bersama. 
 Dalam pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 
1974 “ Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, 
dan, memberi bantuan lahir batin yang satu kepada  yang lain.  Jo pasal 
77 ayat (2) selanjutnya ayat (3), (4), (5) berturut-turut sebagai berikut: 
(3) “ suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) “suami istri 
wajib memelihara kehormatannya; (5) “ jika suami atau istri melalaikan 
                                               
       86Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet 3, Jakarta:Kencana, 2011. 
Hlm 164 
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kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Agama”. 
 Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 
menegaskan: 
a.  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu  
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
b.    Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
c.   Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan.  
Pasal 80  Kompilasi Hukum Islam 
a.   Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan  
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami istri bersama. 
b.  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
c.  Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 
d.    Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: 
  1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. 
 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan  
bagi istri dan anak. 
 3) Biaya pendidikan bagi anak. 
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e.  Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna 
dari istrinya. 
f.  Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
g.   Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
istri nusyuz. 
Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam 
a.  Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-
anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 
b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri 
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah 
wafat. 
c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman 
dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 
menyimpan harta kekayaan, sebgai tempat menata dan mengatur 
alat-alat rumah tangga. 
d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan kedaan lingkungan 
tempat tinggal, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 
maupun sarana penunjang lainnya. 
Pasal  82 Kompilasi Hukum Islam 
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a.  Suami yang mepunyai Isteri lebih dari seorang berkewajiban 
memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 
istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga 
yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian 
perkawinan. 
b.  Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan 
istrinya dalam satu kediaman. 
Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam 
a.  Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 
b.  Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 
Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam 
a.  Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 
kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 
ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 
b. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban sebagaimana suami terhadap 
istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku 
kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 
c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali 
sesudah istri nusyuz. 
d. Ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas 
bukti yang sah. 
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Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri antara lain:87 
a.  Mematuhi Perintah Suami 
  Ketaatan istri terhadap suami tidak bersifat mutlak, akan 
tetapi disertai syarat hendaknya tidak mengandung unsur maksiat 
seperti melepas jilbab, meninggalkan salat dan menggaulinya 
ketika haid atau melalui jalan belakang (duburnya), maka ia wajib 
tidak mentaatinya. 
b.     Diam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan seizinnya. 
c.   Mematuhi suami apabila ia mengajaknya berhubungan intim. 
d.  Tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumah (suamainya)  
kecuali dengan seizinnya. 
e.   Tidak berpuasa sunnah ketika suaminya berada di rumah kecuali 
atas izinnya. 
C. Tinjauan Umum Saddu Al-DZari’ah 
1. Pengertian Saddu Al-DZari’ah 
  Saddu al-dzari’ah terdiri dari kata saddu dan dzari’ah. 
Saddu  ّدسلا) ) berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, 
sedangkan dzari’ah  )ةعيةرذلا( artinya (ةليسولا) jalan Dengan demikian 
saddu al-dzari’ah menurut bahasa berarti mrnutup jalan kepada 
suatu tujuan.  
                                               
       87 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, cet 5,(Jakarta:Pustaka Azzam, 
2014). Hlm 304. 
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  Menurut istilah uhul fiqh seperti dikemukakan Abul-Karim 
Zaidan, saddu al-Zari’ah berarti 
  “Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan 
atau kejahatan”88 
    Menurut Al-Qurtuby, jalan kepada perbuatan yang 
dilarang ada kalanya:89 
a. . Pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang. 
b. Tidak pasti mendatangkan, dan dapat dibagi 3: 
 1) Pada galibnya mendatangkan yang dilarang. 
 2) Pada galibnya tidak mendatangkan perbuatan yang dilarang. 
3) Sama-sama kuatnya antara mendatngkan  dan tidak 
mendatangkan perbuatan yang dilarang. 
 Menurut Asy-Syatibi adalah melaksanakan sesautu pekerjaan 
yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan 
(atau kemasfadatan). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa 
Saddu al-zari’ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang 
sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan 
kerusakan.90 
2. Dasar Hukum Saddu Al –DZari’ah 
a. Qs al-an’am: 108 
                                               
      88Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm 172  
 
       89Hanafi , ushul Fiqh, (Jakarta: Widjaya cet 8, 1981) hlm.147 
 
       90Rachmat Syafe’i. Ilmu Ushul Fiqh, cet IV, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm 132 
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  
   
  
  
   
   
  
   
  
  
  
    
Dan janganlah memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melapaui batas tanpa 
pengetahuan”91 
b. Qs an;Nur: 31 
...   
  
   
   ... 
 ...Dan janganlah mereka memukul kaki mereka agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan...92 
Wanita menghentakan kakinya sehingga terdengar gemerincing 
gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi perbuatan itu akan menarik hati 
laki-laki lain ntuk mengajarkannya berbuat zina, maka perbuatan itu 
dilarang pula sebagai usaha untuk menutupi pintu yang memuji kearah 
perbuatan zina) 
                                               
       91Zarkasji Abdul Slama, dan Oman Fathurrohman SW, Pengantar ilmu Ushul Fiqh,cet kedua  
(Yogyakarta:1994) hlm 124. 
        92 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Madina 
Qur;an, 2016, hlm 353.  
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Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat 
mengarah kepada peruatan maksiat lebih besar kemungkinan akan 
terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu dari pada kemungkinan dapat 
memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah 
melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat.93 
3. Obyek Saddu Al-Dzari’ah 
 Perbuatan Yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya: 
a. Perbuatan itu pasti meyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. 
b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjaknnya perbuatan 
terlarang. 
  Macam yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas 
dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang . 
macam yang kedua inilah yang merupakan obyek dzari’ah , karena 
perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal 
ini ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan ini mendorong orang 
yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa. 
  Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu: 
1) Kemungkinan besar perbuatan itu meyebabkan dikerjaknnya 
perbuatan terlarang. 
2) Kemungkinan kecil perbuatan itu meyebabkan dikerjaknnya 
perbuatan terlarang. 
                                               
        93Rial Fuadi, Ushul Fiqh,..... hlm 94  
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3) Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya 
perbuatan terlarang. Yang point a disebut dzar’iah qawiyah (jalan 
yang kuat) sedang point b dan c disebut zari’ah dha’ifah (jalan 
yang lemah). 
4. Macam-macam, Saddu Al-DZar’iah 
  Para ulama membagi zar’iah berdasarkan dua segi; segi 
kualitas kemasfadatan, dan segi jenis kemaslahatan. 
a. Dsari’ah dari segi Kualitas Kemasfadatan 
Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi dzari’ah terbagi dalam 
empat macam: 
1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang 
pasti, misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada 
waktu malam. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan 
perbuatan tersebut dengan disengaja. 
2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung 
kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak 
mengandung kemafsadatan. 
3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa 
kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang 
dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh. 
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena 
mengandung kemaslahatan. Tetapi kemungkinan terjadinya 
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kemafsadatan, seperti baiy al-ajal (jual beli dengan harga yang 
lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). 
b. Dzari’ah dari Segi Kemafsadatan yang ditimbulkan.  
 Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziah, pembagian dari segi ini 
antara lain sebagai beribut: 
1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti 
meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, 
sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat. 
2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan 
tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan 
yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-
laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar 
wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah at-
tahalil)94 
5. Pandangan Ulama tentang Saddu Al-DZari’ah 
 Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash 
maupun ijma’. Ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan 
saddu al-dzari’ah. Oleh karenanya dasar pengambilan hanya 
semata-mata ijtihad dengan, berdasarkan tentang pada tindakan 
hati-hati, hal ini merupakan faktor manfaat dan mudarat atau baik 
dan buruk.95 
                                               
       94Rachmat Syafe.i, Ilmu Uhul Fiqh,.... hlm 133-135. 
       95  Basiq Djalil, ilmu ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 2010) hlm 165. 
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 Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Syi’ah dapat menerima 
saddu al- dzari’ah dalam masalah-masalah tertentu aja dan 
menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam 
Syafi’i menerima apabila dalam kedaan uzur. Misalnya seorang 
musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum’at 
dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun 
shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam agar tidak 
dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum’at.96 
 Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat 
ulama tentang saddu al- dzari’ah ke dalam tiga kelompok: 
1) Dzari’ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau 
berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk 
dzari’ah yang disampaikan oleh syatibi pada point 1. Dalam hal 
ini ulama sepakat melarang dzari’ah tersebut sehingga dalam 
kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya 
menggali lubang di tempat yang pasti biasa dilalui orang yang 
dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya 
menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan 
diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan 
membunuh korbannya. 
2) Dzari’ah yang kemungkiann mendatangkan kemudaratan atau 
larangan, seperti pada dzar’iah bentuk 4 dalam pembagian 
                                               
       96 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011) hlm144. 
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menurut al-Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat 
untuk melarangnya; artinya pintu dzar’iah tidak perlu ditutup. 
Dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan 
menanam dan memperjualbelikan anggur, begitu pula tidak ada 
larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta 
menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui 
orang. 
3) Dzar’iah yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan 
membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada 
dzar’iah bentuk 3 dalam pembagian menurut  al-Syatibi. Dalam 
hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi 
mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal 
mengharuskan melarang dzari’ah tersebut, Sedangkan al-
Syafi’ai dan hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya. 
Dasar pegangan ulama untuk menggunakan saddu al-dzari’ah 
adalah hati-hatian dalam beramal ketika menghadapi 
pembenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang 
dominan, maka boleh dilakaukan, dan bila mafsadat yang 
dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara 
keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil 
prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam 
kaidah: 
  ح لا  ص مْلا  بْل  ج ى ل ع  مَّد ق  م  د  سا ف  مْلا
 أْر د 
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Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil 
kemaslahatan. 
 Bila diantara yang halal dan haram berbaur (bercampur), 
maka prinsipnya dirumuskan: 
  للآ  حْلا  ع  م تْجاا ذٍإ   حْلا  ّب لٌغ  ما  ر  حْلا  و  ما  ر  
Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang 
haram mengalahkan yang halal. 
  ك بْي  ر يلآ ا  م ى ل إ  ك بْي  ر ي ا  م ْع  د 
Tingkalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil 
apa yang tidak meragukanmu. 
 
  ا  حل  للآ  الله ى م  ح َّن ا  و لا ا ٌتا  ه با ش ت  مٌرْو  م أ ا  مٌه ن ي ب  و ٌة ّن ي ب  ما  ر  حْلا  و
  هْي ف  ع قْو ي ْن أ  ك شْو ي ى  م  حْلا  لْو  ح  ما  ح ْن  م ف  ه  م َّر  ح  م 
Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. 
Yang terletak di antara keduanya termasuk urusan yang 
meragukan (syubbat). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu 
adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang 
bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan 
akan jatuhnya ke dalam. 97 
 
 
 
                                               
        97 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2014) Hlm 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA, DAN 
DESKRIPSI PERKARA NOMOR 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska 
 
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Surakarta 
1. Letak Geografis 
Pengadilan Agama Surakarta berlokasi di Jalan Veteran No.273 
Surakarta 57115. Dasar pembentukannya aadalah keputusan Raja Belanda 
tanggal 19 Januari 1882 No.152, tentang pembentukan Pengadilan Agama 
Jawa&Madura penghulu Agen. Wilayah hukumnya meliputi 5 Kecamatan 
yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres yang 
mencakup 50 kelurahan,. Mengenai batas wilayahnya, Surakarta 
berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di 
sebelah Utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur dan Barat, dan 
Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.98 
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama 
Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja ( Voorsten Landen ). 
Daerah Kerajaan Jawa, pindahan dari Kraton Kartosuro, yang ketika ada 
gegeran pemberontakan orang - orang Cina sehingga Keraton dapat 
diduduki oleh Pemberontak, Keraton terpaksa dipindahkan dari Kartosuro 
                                               
98 Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Surakarta, di Surakarta, Online, http://pa-
Surakarta.go.id/alur-pelayanan-informasi/ diakses 11 April 2019, jam 20.30 WIB. 
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ke desa Sala, yang kemudian dinamakan Surakarta Hadiningrat. Raja yang 
memerintah bergelar : Sri Susuhunan Pakubuwono Senopati hing Ngalogo, 
Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula wilayah kerajaannya 
meliputi juga wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tetapi setelah terjadi 
pemberontakan yang di pimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas 
Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan tersebut, 
Kerajaan dipecah – pecah menjadi : 
1.Kasunanan Surakarta. 
2. Kasultanan Yogyakarta. 
Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu : 
Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah 
Mangkunegaran berstatus Adipati ( Raja Muda ) Mangkunegoro. 
Kerajaaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi 
Pemerintahan Kerajaaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat 
Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut ” PENGULU “ susunan 
organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon ( Kecamatan ) yaitu: 
1.Pengulu Ageng. 
2.Pengulu Kabupaten  
3.Pengulu Kecamatan / Kawedanan. 
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta. 
V I S I 
Terwujudnya  putusan  yang  adil  dan  berwibawa  sehingga  
kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah 
lindungan Allah SWT. 
M I S I 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang diajukan oleh umat islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, infaq, sadaqoh dan ekonomi  syariah, secara 
cepat, sederhana dan biaya ringan. 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta 
Berdasarkan KMA Nomor 004/SK/II/1992, Struktur organisasi 
Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut: 
Ketua Pengadilan Agama     : Drs. Abdul Qadir, SH, MH. 
Wakil Ketua Pengadilan Agama   : Drs. Mahmudin, SH, MH. 
Majelis Hakim           :Drs. Hj. Choiriyah. 
Drs. H. Ali Widodo. 
Drs. Jayin, SH. 
Hadi Suyoto,S.Ag, M.Hum. 
Elis Rahmahwati,S.HI,SH,    
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Panitera/Sekretaris     : Rokhmadi, SH. 
Wakil Panitera           : M. Munir, SH, MH. 
Wakil Sekretaris         : Bambang Sutiyo, SH. 
Panitera Muda Gugatan      : Wiwik Dwi Hariani. 
Panitera Muda Hukum      : Arif Rohman. 
Panitera Muda Permohonan     : Tri Murti. 
Kep. Bagian Umum        : Anis Fuadah, SH. 
Kep. Bagian Keuangan    :Dra.Zumtini Mustofiyah,SH. 
 Kep. Bagian Kepegawaian     : Fitri Sayekti, ST., SH. 
Staff              :Taufiq Nur Rachman. 
Suyanto. 
Sukarmin. 
Panitera Pengganti         : Masykuri, SH. 
Gigih Nuryahdi, SH. 
Slameto, SH. 
Jurusita/Jurusita Pengganti      :Semin. 
Makarin 
Suparno. 
Ratna Evayanti, SE.  
 SriM.Kusumantoko,S.HI 
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Topo Cipto N, A.Md.112 
3. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta  
PENGADUAN 
Syarat pengaduan, pengadu harus mencantumkan dan memiliki; 
a. Identitas jelas, meliputi ; nama, alamat, contak person/nomor telp 
b. Meyampaikan atau membawa atau melampirkan data serta bukti bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
c. Tata pengaduan sebagai berikut: 
1) Adukan melalui meja informasi. 
2) Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis 
disampaikan kepada petugas informasi dengan tembusan 
kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) 
haria sejak keberatan dicatat dalam register keberatan. 
3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari karja setelah diterima 
dari atasan PPID tersebut kepada pemohon. 
4) Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, 
dalam mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atasan 
PPID diterima. 
4. Pola Penyelenggaran Adminidtrasi Perakara 
                                               
49Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Surakarta, di Surakarta, Online, http://pa-
Surakarta.go.id/alur-pelayanan-informasi/ diakses 11 April  2019, jam 20.30 WIB. 
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a. Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara Pada Pengadilan 
Tingkat Pertama. 
Prosedur Penerimaan Perkara: 
Meja Satu 
(1) Menerima gugatan, permohonan perlawanan (verset), 
persyaratan banding kasasi, permohonan peninjauan kembali, 
eksekusi, penjelasan dan pengarsipan baiaya perkara dan 
eksekusi. 
(2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam 
rangkap tiga dan meyerahkan SKUM tersebut pada calon 
penggugat/pemohon. 
(3) Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan pada calon 
penggugat/pemohon. 
Kasir 
(1) Menerima pembayaran panjar biaya perkara (PBP) dan baiaya 
eksekusi dari pihak calon penggugat/pemohon  berdasarkan 
SKUM. 
(2) Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara, dan 
baiaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang. 
(3) Mengembalikan tindasan asli pertama SKUM pada calon 
penggugat/pemohon setelah dibubuhi cap/ tanda lunas. 
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(4) Menyerahkan biaya perkara atau biaya eksekusi yang diterima 
pada bendahara perkara dan dibukukan dalam buku jurnal. 
Meja Dua 
(1) Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon 
penggugat/perlawan dalam rangkap sebanyak jumlah 
tergugat/terlawan ditambah sekarang dua rangkap. 
(2)   Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-
kurangnya dua rangkap/ 
(3) Menerima tindakan pertama SKUM dari calon 
penggugat/pelawan/pemohon. 
(4) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam 
register yang bersangkutan serta pemberian nomor 
registerbpada penggugat/prmohon. 
(5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat 
gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register pada 
penggugat/pemohon. 
(6) Surat gugatan atau permohonan asli dimasukkan dalam 
sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama 
dalam surat-surat yang berhubungan dengan 
gugatan/permohonantersebut, disampaikan pada Ketua 
Pengadilan melalui panitera. 
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(7) Mendaftar mencari putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan 
Tinggi Agama/ Mahkamah Agung dalam sebuah register yang 
bersangkutan. 
Meja Tiga 
(1) Meyerahkan salinan Putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan 
Tinggi Agama/ Mahkamah Agung pada yang berkepentingan. 
(2) Menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan  Agama pada 
pihak yang berkepentingan . 
(3) Menerima memori/contra memori banding, memori/contra 
memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali, dan 
lain-lain. 
(4) Menyusun atau menjahit/ menyiapkan berkas.113 
B. Deskripsi Perkara Nomor 0474/Pdt.G/PA.Ska 
Beriut ini adalah duduk perkara kasus dasar pertimbangan hakim dalam 
perkara izin poligami dan penetapan harta bersama di Pengadilan Agama 
Surakarta yaitu: 
1. Identitas para pihak. 
Perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska merupakan perkara izin 
poligami yang dilakukan AF bin R114 seorang laki-laki berusia 45 tahun, 
                                               
113Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Surakarta, di Surakarta, Online, http://pa-
Surakarta.go.id/alur-pelayanan-informasi/ diakses 11 April  2019, jam 20.30 WIB. 
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agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di 
kecamatan Banjarsari kora Surakarta   dan LS binti DH115 seorang perempuan 
berusia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta , 
bertempat tinggal di kecamatan Banjarsari kota Surakarta.  Pasangan ini 
menikah pada tanggal 23 Maret 1996 dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor.686/46/III/96. 
AF bin R telah mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan 
Pengadian Agama  pada tanggal 02 Juli 2018 dengan nomor perkara 
0474/Pdt.G/PA.Ska. perihal izin poligami dan penetapan harta bersama 
melawan isterinya (Termohon). Dalam Permohonannya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:116 
a) bahwa pada tanggal 23 maret 1996 Pemohon dengan termohon 
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat 
nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Talun kab. Blitar. 
Kutipan akta nikah nomor.686/46/III/96  
b) setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon 
bertempat tinggal di rumah orangtua termohon sampai dengan 
1 tahun kemudian pindah pesantren selama 3 tahun kemudian 
pindah di rumah kontrakan selamaa 10 tahun.kemudian pindah 
bersama sebagaimana alamat pemohon tersebut diatas selama 8 
tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon 
dikaruniai 7 keturunan masing-masing bernama; Anggun 09 
mei 1998; Bunga 11 juli 2000; Afwan 23 jul 2002; Rizqi 20 
                                                                                                                                      
114AF bi R merupakan singkatan nama dari Pemohon. Penulisan nama Pemohon  ditulis dengan 
singkatan guna menjaga prifasi Pemoon. 
 
115LS dan DH merupakan singkatan nama dari Termohon. Penulisan nama Termohon ditulis degan 
singkatan guna menjaga profesi Termohon. 
 
116Posita dan Petitum Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska  
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juli 2005; Mutiara 25 jul 2007; Nursyifa 09 september 2012 
dan Faiz 22 juli 2016. 
c)  Bahwa pemohon hendak menikah lagi ( poligami) dengan 
seorang perempuan bernama SE, sragen 06 april 2000,18 tahun 
status gadis sebagai ‘calon istri kedua pemohon”.yang akan 
dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama 
kecamatan Banjarsari kota Surakarta. “Karena untuk menjaga 
Agama saya supaya terhindar dari perzinaan karena pemohon 
sering berpergian keluar kota sedangkan istri tidak bisa 
mendampingi dikarenakan mengurus anak”. Oleh karenanya 
pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang 
oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. 
d) Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-
isteri pemohon beserta anak-anak. Karena pemohon bekerja 
sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap 
bulannya rata-rata sebesar Rp 25.000.000,- dua lima juta rupiah 
perbulan, total 300.000.000 (tiga ratus juta rupih) pertahun. 
e) Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri 
pemohon. 
f) Bahw termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila 
pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon 
tersebut. 
g) Bahwa selama pernikahan  antara pemohon dan termohon telah 
memiliki harta bersama berupa 3 unit rumah di solo senilai 2 
miliyar 
 
Bahwa setelah  mengoptimalkan usaha perdamaian namun tidak 
berhasil.  Kemudian Pemohon dalam pengajuan permohonannya telah 
disertai dengan surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon. 
Surat keterangan penghasilan Pemohon dan surat pernyataan berlaku adil 
terhadap isteri dan anak-anaknya yang dibuat oleh Pemohon.  Kemudian atas 
permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang 
pada pokonya membenarkan terhadap semua dalil permohonan Pemohon 
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dan tidak keberatan terhadap Pemohon dan keinginan Pemohon yang akan 
menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama SEP117 
Bahwa untuk  meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah 
mengajukan bukti surat. Adapun bukti surat antara lain P1 yang merupakan 
foto copy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, P2 foto copy kartu 
tanda penduduk atas nama Termohon, P3 foto copy duplikat Kutipan Akta 
Nikah, P4 asli surat pernyataan persetujuan di poligami oleh Termohon, P5 
asli surat keterangan jumlah harta selama menikah dengan Termohon , P6 
asli surat keterangan penghasilan oleh Pemohon, P7 foto copy kartu tanda 
penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohonon., P8 asli surat keterangan 
siap berlaku adil oleh Pemohon, P9 foto copy sertifikat hak milik yang 
dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan nomor 
06807, P10 foto copy sertifikat  hak milik yang dikeluarkan Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan nomor 5348, P11 foto copy 
sertifikat hak milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Repubik 
Indonesia nomor 1366, P12 foto copy surat tanda nomor kendaraan (stnk) 
dan buku pemilik kendaraan Toyota Fortuner TRD TH 2015, P13 foto copy 
stnk dan  buku pemilik kendaraan Suzui APV TH 2015, P14 foto copy stnk 
dan buku pemilik kendaraan Mitsubhisi Xspander TH 2018, P15 foto copy 
stnk dan buku pemilik kendaraan Honda Vario 150 cc TH 2016, P16 Foto 
copy stnk dan buku pemilik kendaraan Yamahan Nmax 155 cc TH2018, 
                                               
117Ibid. Hlm 2 
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serta P17 foto copy stnk dan buku pemilik kendaraan Honda Vario 110 cc 
TH 2017. 118 
Selain bukti-bukti tertulis. Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi 
dimana bahwa kedua saksi yang telah dihadirkan Pemohon menerangkan 
bahwa  para saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan  Termohon adalah 
suami isteri yang telah dikaruniai 7 orang anak dan bahwa kedua saksi 
megetahui kalau Pemohon akan menikah lagi karena Termohon tidak bsa 
mendampingi Pemohon ke luar kota karena repot mengurus anak.  
Bahwa kedua saksi juga kenal dengan calon isteri Pemohon bernama 
SEP , bahwa kedua saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak ada 
hubungan keluarga ataupun muhrim baik dengan Pemohon ataupun dengan 
Termohon dan bahwa kedua saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai 
pengusaha herbal dengan penghasilan Rp 25. 000.000,- (dua puuh lima juta 
rupiah) setiap bulan serta setahu kedua saksi, Pemohon dan Termohon telah 
mempunyai harta bersama berupa 3 buah rumah 3 mobil dan 3 motor. 
Berdasarkan keterangan para saksi tesebut Pemohon tidak mengajukan 
bukti lain lagi dan bahwa di depan Persidangan, Termohon telah menyetujui 
atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi dengan SEP binti AS serta 
mencukupkan dan tidak  mengajukan suatu apapun kecuali kesimpulan 
untuk kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan 
permohonan Pemohon serta memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah 
                                               
118ibid, hlm 5 
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lagi serta menetapkan harta besama antara Pemohon dengan Termohon dan 
membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.119 
 
2. PutusanPengadilan Agama Surakarta  Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska 
Surat permohonan yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Agama 
Surakarta tertanggal 02 Juli 2016 dan telah diputus oleh hakim pada 
tanggal 04 September 2018 dengan putusan mengabulkan izin poligami 
dan menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon. 
 Berdasarkan data penelitian dari putusan Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska dalam perkara permohonan  izin poligami. 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta bahwa benar Pemohon dan 
Termohon adalah suami istri dengan adanya bukti P.3 yang berupa foto 
copy kutipan akta nikah nomor 686/46/III/96 yang dicatatkan di Kantor 
Urusan Agama kabupaten Blitar tanggal 23 maret 1996. 
  Pemohon umur 45 tahun agama Islam dengan Termohon umur 
39 tahun. Pemohon hendak menikah lagi dengan SE umur 18 tahun 
sebagai calon istri kedua Pemohon karena untuk menjaga agama supaya 
terhindar dari perzinahan karena Pemohon sering bepergian keluar kota 
sedangkan isteri tidak bisa mendampingi dikarenakan mengurus anak.  
                                               
119Pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. 
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 Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
melakukan  poligami dengan alasan di atas menggunakan beberapa 
pertimbangan yaitu:120 
h) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon di 
persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P.4 berupa surat 
pernyataan persetujuan isteri telah terbukti bahwa Termohon 
telah rela dan tidak keberatan untuk di madu oleh Pemohon. 
i) Menimbang, disampaikan dengan lisan bahwa Termohon 
menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan 
calon istri kedua Pemohon bernama SE. Hal ini untuk 
memenuhi pasal 58 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. 
 Dalam hal syarat yang harus terpenuhi Pemohon untuk 
menikah lagi yaitu adanya persetujuan istri dapat dibuktikan dengan 
surat pernyataan serta untuk memperkuat persetujuan istri juga 
diucapkan secara lisan dalam persidangan. Hal ini untuk memenuhi 
pasal 58 ayat 2 Kompilasi hukum Islam jo pasal 41 huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “persetujuan 
istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, 
tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 
dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan 
Agama”. 
 Dalam pertimbangannya Majelis hakim berpedoman kepada 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Juga Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak hanya 
                                               
120Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska. 
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itu, karena dalam Pengadilan Agama  bahwa Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasul yang menjadi sumber hukum Islam adalah merupakan hukum 
yang hidup living lawdi Indonesia dan dijalankanoleh mayoritas 
masyarakatIndonesia khusunya bagi mereka yang beragama Islam.  
  Bahwa dalam Islam diperbolehkan seorang laki-laki untuk 
melakukan poligami. Hal ini juga menjadi pertimbangan hakim 
sebagaimana Firman Allah dan surah An-Nisa ayat 3: 
Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim(bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah 
wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.121 
j) Menimbang, dalam permohonan Pemohon dalam mengajukan 
permohonan izin Poligami alasan yang dipakai Pemohon 
karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
untuk mendampingi suami keluar kota. 
 
 Bahwa alasan yang dipakai  Pemohon dalam mengajukan 
permohonan izin poligamikarena istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai isteri, mendampingi suami keluar kota 
sedangkan istri tidak bisa mendampingi dikarenakan mengurus anak 
dan untuk mentaati ketentuan hukum perkawinan yaitu agar 
pernikahnnya dengan isteri kedua dapat dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama.Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan alasan 
yang dipakai Permohon tersebut secara normatif tidak  memenuhi 
                                               
121Departemen Agama RI, Al-Quran Al-KarimTerjemahTajwidWarna(Sukoharjo: MadinaQur;an, 
2016, hlm. 77 
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ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 57 
Kompilasi Hukum Islam122. Namun Terkait hal ini Majelis Hakim 
perlu memperhatikan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam 
yang berbunyi “ Hakim dalam meyelesaikan perkara-perkara yang 
diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya 
sesuai dengan rasa keadilan. 
 Fakta hukum selanjutnya menyebutkan calon isteri kedua 
Pemohon serta diperkuat oleh Pemohon dengan diperkuat  kedua saksi 
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 
keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya bersesuaian serta 
relevandengan pokok perkara sehingga keterangan para saksi secara 
formil dan materill dapat diterima. 
k) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di 
persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P.8 berupa surat 
pernyataan berlaku adil, telah terbukti bahwa Pemohon telah 
siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 
l) Menimbang, bahwa dalam bukti P.6 (surat pernyataan 
penghasilan), telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai 
penghasilan yang cukup serta dibuktikan dengan bukti P.9 dan  
P.17 (surat pernyataan Pemohon dan Termohon tentang harta 
bersama) faktanya telah terbukti mempunyai harta bersama. 
                                               
122Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama surakarta  Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska dapa dilihat pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya 
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; (a) isteri tidak 
dapat menjalankan kewajibnnya sebagai isteri; (isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan ketuunan. 
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 Harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon setelah ijab 
qobul dan selama masih ikatan perkawinan menjadi harta bersama 
antara suami dan istri. Dalam hal ini yaitu antara Pemohon dengan 
Termohon. Hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan yang tercantum 
dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan edisi Revisi 2013 bahwa pada saat permohonan izin 
poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta 
bersama dengan istri sebelumnya adapun pertimbangan hakim telah 
menetapkan 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon 
yang dibenarkan oleh Termohon maka perlu ditetapkan 
bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta 
bersama yang berupa: 
a) 3 unit rumah di Solo diantaranya:Rumah dan toko di jl 
Ahmad Yani di kampung Manahab RT 01 Rw 01 
Kelurahan manahan Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta dengan setifikat hak milik nomor 
1366,Rumah di Jl. Kahuripan Timur No 9 Kampung 
Gayamsari Rt 01 rw 11 Kelurahan Banyuanyar 
Kecamatan Banjarsari,Kota Surakarta dengan sertifikat 
hak milik nomor 5348, Rumah di Jl Pleret Utama No 
65 Kampung Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta, dengan sertifikat hak milik nomor 06807 
b) 3 mobil diantaranya,Toyoya Fortunet TRD TH 2015 
dengan Nomor Polisi H 7267 HC, Suzuki APV TH 
2015 deggan Nomor Polisi  AD 1710 BU, Mitsubishi 
Xpander TH 2018 Nomor Polisi AD 8538 ES. 
c) 3 motor diantaranya; Honda Vario 150 cc TH 2016 
dengan Nomor Polisi AD 3432 KA, Yamaha Nmax 155 
cc TH 2018 Nomor Polisi AD 6678 SA, Honda Vario 
110 cc TH 2017 dengan Nomor Polisi AD 3046 ZH)  
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 Dalam Pertimbangan- pertimbangan Hakim tersebut Maka 
permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan 
pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Dalam hal dasar Perkawinan: (1) untuk dapat 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana 
dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut;  
a) adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; dalam 
pertimbangannya Termohon telah terbukti  rela dan tidak 
keberatan untuk di madu alat bukti P.4 (Surat Pernataan 
Persetujuan Istri) 
b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Fakta hukum 
menyatakan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan 
bukti surat P.6 (surat pernyataan Penghasilan) telah terbukti 
bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk 
membiayai atau menafkahi istri-istrinya tersebut  
c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka. Fakta hukumnya menyatakan 
Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.8 
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(surat pernyataan siap berlaku adil) telah terbukti bahwa 
Pemohon siap untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.123 
 Dalam segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
serta dalil syarak  berkaitan dengan perkara ini telah memutus/ 
mengadili: 
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon 
2) Memberi iji kepada Pemohon AS untuk menikah lagi 
(poligami) dengan perempuan bernama SE 
3) Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa: 
a) 3 unit rumah di Solo diantaranya:Rumah dan toko di jl 
Ahmad Yani di kampung Manahab RT 01 Rw 01 Kelurahan 
manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan 
setifikat hak milik nomor 1366, Rumah di Jl. Kahuripan 
Timur No 9 Kampung Gayamsari Rt 01 rw 11 Kelurahan 
Banyuanyar Kecamatan Banjarsari,Kota Surakarta dengan 
sertifikat hak milik nomor 5348, Rumah di Jl Pleret Utama 
No 65 Kampung Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta, dengan sertifikat hak milik nomor 06807 
b) 3 mobil diantaranya,Toyoya Fortunet TRD TH 2015 dengan 
Nomor Polisi H 7267 HC, Suzuki APV TH 2015 deggan 
Nomor Polisi  AD 1710 BU, Mitsubishi Xpander TH 2018 
Nomor Polisi AD 8538 ES. 
c) 3 motor diantaranya, Honda Vario 150 cc TH 2016 dengan 
Nomor Polisi AD 3432 KA, Yamaha Nmax 155 cc TH 2018 
Nomor Polisi AD 6678 SA, Honda Vario 110 cc TH 2017 
dengan Nomor Polisi AD 3046 ZH).Adalah harta bersama 
Pemohon dan Termohon. 
4) Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp...124 
 
  
                                               
123Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 
0474/Pdt,G/2018/PA.Ska. hlm 10-14. 
 
124Amar putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska 
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BAB IV 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI 
MENURUT TINJAUAN SADDU AL- DZARI’AH 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta 
Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska Perkara Izin Poligami. 
 
 Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa 
putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA,Ska 
merupakan perkara mengenai izin Poligami. Poligami sendiri yaitu seorang 
laki-laki mempunyai istri lebih dari satu istri. Perihal seorang suami ingin 
memiliki isteri lebih dari satu dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan 
tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 diatur mengenai syarat dan alasan diperbolehkannya seorang 
suami memiliki istri lebih dari satu. Dari sini peneliti ingin memulai 
menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta terhadap perkara 
Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska.  
 Bahwa Berdasar pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama , bahwa Pengadilan Agama 
merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, daan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-
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orang Islam dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50  Tahun 
2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.65 
 Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum 
Acara Perdata Indonesia dijelaskan bahwa pertimbangan atau yang sering 
disebut konsiderans merupakan pertimbangan yang menjadi dasar putusan. 
Pertimbangan dalam putusan Perdata dibagi 2 (dua), yaitu tentang 
pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang 
hukumnya.  Adapun yang dimuat dalam pertimbangan dari putusan adalah 
alasan-alasan Hakim sebagai penanggungjawab kepada masyarakat mengapa 
Majelis Hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh 
karenanya mempunyai nilai obyektif.66 Alasan dan dasar putusan harus 
dimuat dalam pertimbangan putusan.67 (ps. 184 HIR, 195 Rbg, pasal 25 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).68 
                                               
       65 Perkara Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska  
 
       66 Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, cet II, 
(Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.17. 
 
       67 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata indonesia, edisi ke 8 (Yogyakarta:Liberty, 2009), 
hlm 223. 
 
 
       68Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, cet 3, (Jakarta: Subar Grafika, 2012), hlm 11, 
HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement, tentang melakukan pekerjaan kepolisian, (mengadili 
perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputera dan bagsa Timur di tanah Jawa dan 
Madura). RBG (Reglement tot Regeling Van het rechtswezen in de gawesten buiten java en madura. 
(tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar jawa dan madura.  
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  Sebagaimana yang dijelaskan di atas pertimbangan yang digunakan. 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta memutus perkara izin poligami 
menggunakan dasar pertimbangan  perdata yakni tentang pertimbangan 
tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. 
 Duduk Perkara pada perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska bahwa  
Pemohon AS dalam mengajukan  izin  poligami yang dipakai sebagai alasan 
karena satu hal. Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri kedua 
Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 
mereka. Dengan alasan karena untuk menjaga Agama supaya terhindar dari 
perzinaan karena Pemohon sering berpergian keluar kota untuk pekerjaan 
sedangkan istri tidak bisa mendampingi dikarenakan mengurus anak. 
 Di Indonesia, perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
pasal 3 ayat (1) pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai satu istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 
suami” namun tetap diperbolehkan poligami dengan alasan dan syarat 
tertentu. Ayat (2) menyatakan Pengadilan , dapat memeberi izin kepada 
seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  Dalam pasal 4 ayat 1 perihal seorang 
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suami yang akan beristri lebih dari satu maka wajib mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya.69 
 Duduk Perkara, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan/ 
menasehati para pihak dalam proses mediasi dengan Hakim mediator yang 
dipilih. Mengenai prinsip Islam yakni monogami karena beratnya tanggung 
jawab harus berbuat adil diantara istri-istrinya. Namun mediasi tersebut tidak 
berhasil.70 
 Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam pertimbangnya 
terhadap perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska antara lain memuat 
ketentuan terhadap perkara izin poligami sebagi berikut: 
 Pertama, dalam hal Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa 
Pemohon dalam mengajukan izin poligami karena istri tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai istri mendampingi suami keluar kota dan 
untuk mentaati ketentuan hukum perkawinan yaitu agar pernikahnnya dengan 
istri kedua dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga alasan 
Pemohon tersebut menurut pertimbangan Hakim secara normatif tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 
                                               
       69 Penjelasan Perkata dalam  putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 
0474,Pdt.G/2018/PA.Ska. 
  
       70 Duduk perkara yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska, hlm 5   
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Menurut pasal tersebut 3 alasan diperbolehkan poligami yang bersifat 
alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang yakni: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembunyikan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 Jelas bahwa Majelis Hakim menyatakan alasan Pemohon tidaklah 
bersifat normatif sesuai pasal diatas. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 83  ayat (1) menyatakan Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti 
lahir dan batin kepada suami dalam batas-batasan yang dibenarkan. Dalam hal 
ini bisa dimaknai kewajiban istri harus taat pada suami. Ketaatan istri terhadap 
suami tidak bersifat mutlak, akan tetapi disertai syarat hendaknya tidak 
mengandung unsur maksiat .71 
 Duduk perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska  dalam pertimbangan 
hakim pada putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk 
poligami. Menurut keterangan Hakim dalam pertimbangannya bahwa 
Termohon LS menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu oleh 
Pemohon AS. Hal ini  dibuktikan dengan surat peryataan bersedia dimadu dan 
diungkapkan secara lisan di persidangan. karena Pemohon untuk menjaga 
Agama dan  takut apabila pemohon akan terjerumus dari perzinahan.  
                                               
       71Zubaidi, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, wawancara pribadi, 24 September 2019, jam 
13.00-14.00 
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Selain syarat alternatif Hakim dalam pertimbanganya, seorang suami 
yang akan berpoligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang terdapat 
dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni: 
a. Adanya persetujuan istri-istri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup istri dan anak-anak tersebut. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak mereka. 
 Kedua, pertimbangan selanjutnya yakni menurut Bapak Zubaidi 
Hakim Anggota I selain pada Undnag-Undang  yang berlaku serta Al-Qur’an 
yang berlaku, Majelis Hakim juga harus menggali hukum yang hidup di 
masyarakat. Karena Al-qu’an surat An-Nisa ayat 3 serta Undang-Undang 
Nomor 1 Tahin 1974 diatas pada ayat 3. Bahwa ketentuan Adil yang 
dimaksud sangatlah berat. Untuk itu Majelis Hakim dalam pertimbanganya 
perlu mengetengahkan maksud pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi; “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang 
hidup di masyarkat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”72 
                                               
       72Zubaidi, Hakim Anggota I Pengadilan Agama Surakarta , wawancara pribadi, 24 September 
2019, jam 13.00-14.00  
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 Duduk perkara pada putusan Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska  
termuat dalam pertimbangan hakim telah terbukti bahwa Pemohon telah siap 
untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. 
 Firman Allah dalam QS al-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar rujukan 
diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaan pendapat diantara 
ulama. 
   
  
  
    
  
   
   
  
   
   
   
    
Dan  jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang 
kamu senangi, dua tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 
berbuat adil , maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki yang demekian itu lebih delat kepada tidak berbuat aniaya73 
.   
 Berikut perkataan ulama tafsir tentang ayat tersebut: 
1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam 
Syafi’i “ Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelas bagi Firman 
                                               
          73 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Madina 
Qur;an, 2016, hlm. 77  
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Allah sesungguhnya menujukkan kepada tidak boleh seseorang selain 
Rasulullah menghimpun istri-istri lebih banyak lebih banyak dari 
empat orang”. Ayat ini bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak 
dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu 
mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai 4 atau 
budak-budak perempuan yang kamu miliki.74 
2. Al-Qurthubi dalam tafsirannya bahwa memang benar ayat tersebut 
secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara 
hukum hal itu berlaku untuk keumuman lafaz, bukan dari kekhususan 
sebab. Bahwa jelas Al-Qur’an memperbolehkan poligami dengan 
syarat adil. 
3. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata “yakni kamu tidak 
sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan 
kencenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-
hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu75.  
 Dalam permohonan pemohon, pemohon sanggup berlaku adil 
kepada istri-istri sebagaimana maksud diatas  merupakan syarat utama 
dalam izin poligami di Pengadilan. Dalam wawancara Hakim 
Narasumber  mengenai syarat adil sangatlah sulit. Bahwa adil menurut 
                                               
        74Imron Rosyidi Muhammad, “Poligami dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah 
Al-Munazzal”, Jurnal Buana Gender ,Vol 2, Nomor 1, 2017. Hlm 22. 
 
       75 Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau Vol 5, 2018. 
Hlm 276 
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materil adalah bagaimana suami beraku adil dalam memberikan 
materilnya yakni nafkah lahir maupun nafkah dalam pembangian 
waktu diantara para istri. Namun dalam kenyataan di masyarakat 
disamping adil terhadap meteril tersebut juga adil dalam perasaan 
kasih dan sayang. Namun manusia diberi anugerah oleh  Allah 
mempunyai cinta dan kasih sayang tidak bisa disama ratakan. Artinya 
pasti ada yang lebih dominan begitupun dalam perkawinan poligami.  
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 129 
  
   
  
   
  
  
  
  
   
   
    
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri 
(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yng kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan 
kebaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya 
Allah Maha pengampun lagi maha penyayang.76 
 Ayat di atas menujukkan bahwa wanita itu adalah mahkluk 
yang lemah, tak ubahnya anak-anak yatim. Keadilan yang dimaksud  
                                               
        76 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Madina 
Qur;an, 2016, hlm. 99  
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oleh ayat ayat di atas adalah adil secara lahir dalam hal-hal yang 
bersifat materi dan dapat di ukur, bukan adil dalam rasa cinta dan 
kasih sayang, karena hal itu sangat mustahil dapat dilakukan oleh 
semua orang. Keadilan yang ditafsirkan oleh ayat kedua adalah 
keadilan dalam perasaan cinta, kasih dan hubungan seksual. 
Muhammad bin Sirih berkata, “ Aku pernah bertanya kepada Ubaidah 
tentang maksud ayat ini dan Ia menjawab maksud ayat ini adalah (adil) 
dalam rasa cinta dalam hubungan seksual.77 
 Ketiga, Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska pemohon telah terbukti mempunyai penghasilan 
yang cukup untuk membiayai atau menafkahi istri-istrinya pasal 80 kewajiban 
suami yakni:  
a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami istri bersama. 
b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala susuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
c. Suami wajib memberikan pendidikan agama, nusa dan bangsa. 
d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; 
- nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
- biaya rumah tangga dan biaya pengobatan istri. 
                                               
         68Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsir, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm 118  
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- biaya pendidikan bagi anak-anak. 
 Perihal nafkah dalam duduk perkara nomor 0474/Pdt.G/2028/PA.Ska 
pemohon dalam bukti P.6 surat pernyataan penghasilan sebesar Rp 
25.000.000,- perbulan menurut pertimbangan hakim cukup mampu untuk 
menafkahi istri pertama dan istri kedua serta anak-anak mereka. 
   Keempat, selanjutnya dalam pertimbangan hakim sesuai pada fungsi 
 dan pelaksaan Tugas hakim dan  dalam izin poligami seseorang suami harus 
 mengajukan penetapan harta bersama. Dalam pakara nomor 
 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska pemohon dalam permohonannya telah melampirkan 
 harta bersama antara Pemohon dengan Istri pertama (Termohon). Dibuktikan 
 dengan bukti suarat P.9 dan P17 terkait pernyatan pemohon dan termohon 
 mempunyai harta bersama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas 
 sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
 menyatakan “ apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
 pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan 
 putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami)” 
  Sedangkan menurut peneliti setelah menganalisa dudukperkara tentang 
 permohonan izin poligami, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis 
 Hakim adalah mempertimbangkan syarat alternatif yang secara noermatif 
 belum terpenuhi dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 57 
 kompilasi Hukum Islam. Dalam permohonan Pemohon terhadap izin poligami 
 perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA,Ska perihal syarat kumulatif yang sudah 
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 terpenuhi yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
 nomor 1 tahun 1974 syarat-syarat yang harus terpenuhi 
1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri, hal ini telah dibuktikan 
dalam persidangan yang termuat bukti surat P.4 serta ucapan 
langsung dalam pesidangan 
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak mereka  juga telah dibuktikan 
dalam sidang pembuktian serta hakim telah membuktikan dalam 
pertimbangannya. 
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak mereka telah terpenuhi dan telah terbukti dalam 
persidangan berlangsung yang telah menjadi pertimbangan 
hakim.  
  Dalam pandangan Majelis Hakim persyaratan di atas tetap 
digunakan dalam mempertimbangan perkara izin poligami. 
  Meskipun alasan pemohon dalam poligami tidak memenuhi 
syarat  alternatif namun syarat kumulatif di atas telah terpenuhi oleh 
pemohon. Oleh adanya perjanjian di antara Pemohon dan Termohon 
bersedia dan rela di madu dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-
anaknya dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon serta 
calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya.  
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  Dalam pertimbangan hukum, hakim dalam pertimbangannya 
juga harus melihat nilai-nilai hukum yang telah hidup dimasyarakat 
yang merupakan hukum yang hidup di indonesia living law yang 
menjadi sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan sunnah yang 
memperbolehkan suami mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat 
belaku adil. 
  Sementara akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara izin 
poligami yang dikabulkan adalah: 
1. Izin poligami  yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama 
Surakarta dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang dapat 
digunakan untuk perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua 
pemohon yang akan dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama tempat tinggal mereka. Yang merupakan syarat utama 
perkawinan apabila ingin melakukan poligami atau mempunyai 
istri lebih dari satu  harus  mendapatkan izin dari Pengadilan 
Agama. 
2. Penetapan harta bersama terhadap Pemohon dengan Termohon 
atau istri pertama agar tidak terjadi permasalah terkait harta 
bersama. Dan apabila dikemudian hari istri kedua ikut campur 
terhadap harta yang telah ditetapkan antara pemohon dengan 
termohon  istri pertama dapat mengajukan tuntutan terhadap istri 
kedua. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 94 ayat 1 Kompilasi 
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Hukum Islam.” Harta bersama dari perkawinan seorang suami 
mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan 
berdiri sendiri. 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami ditinjau dari Saddu 
Al- DZari’ah 
 Terkait putusan Pengadilan Agama Surakarta mengenai izin poligami 
dalam putusan perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska sebagaimana 
diketahui bahwasannya Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami 
disamping harus mempertimbangan syarat alternatif serta syarat kumulatif 
yang sesuai dengan Undang-Undang  Kompilasi Hukum Islam juga harus 
mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia 
sumber hukum Islam adalah merupakan hukum yang hidup living law dalam 
masyarkat. Untuk itu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul adalah sumber hukum 
Islam itu sendiri disamping itu juga terdapat sumber hukum yang lain di 
antaranya, Qiyas, Ijma, Istihsan, Maslahah Mursalah, Saddu al-Dzari’ah, dan 
lain sebagainya. 
  Ketentuan poligami dalam Al-Qur’an dan Sunnah terkait poligami     
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 
sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar 
kamu tidak berbuat zina.(An-Nisa’:3)  
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 Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. Melakukan 
percakapan  satu arah dengan para wali pengasuh anak yatim, seolah-olah Dia 
berfirman, “ Apabila terdapat perempuan yatim dalam asuhan salah seorang 
di antara kalian atau dalam kekuasaanya, dan ia takut tidak dapat memberi 
mahar yang selayaknya ia dapatkan (secara adil), maka ia dianjurkan untuk 
mengurungkan niatnya menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan 
untuk memilih perempuan lain. Karena perempuan iti sangat banyak Allah 
Swt, tidak pernah mempersulit hamba-hambaNya”. Oleh karena itu, Dia 
menghalalkan bagi seorang laki-laki tersebut takut akan terjerumus pada 
perbuatan dosa ( tidak dapat adil), maka ia diwajibkan untuk menikahi satu 
perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya.78 
Dan kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istri(mu) walupun kamu 
sangat ingin berbut demikian, karena itu janglah kamu terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari 
kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
 
 Keadilan yang dimaksud  oleh ayat-ayat di atas adalah adil secara lahir 
dalam hal-hal yang bersifat materi dan dapat di uku, bukan adil dalam rasa 
cinta dan kasih sayang, karena hal itu sangat mustahil dapat dilakukan oleh 
semua orang. Keadilan yang ditafsirkan oleh ayat kedua adalah keadilan 
dalam perasaan cinta, kasih dan hubungan seksual. Muhammad bin Sirih 
berkata, “ Aku pernah bertanya kepada Ubaidah tentang maksud ayat ini dan 
                                               
       78Syeh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, cet I, (Depok: Keira Publishing, 
2016) hlm 430 
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Ia menjawab maksud syst ini adalah (adil) dalam rasa cinta dalam hubungan 
seksual. Abu Bakar bin Arabi berkata, “sangatlah benar pendapat yang 
mengatakan bahwa keadilan dalam perasaan cinta tidak bisa dilakukan oleh 
siapa pun karena hati manusia berada dalam kekuasaan Allah Swt yang dapat 
membolak-balikannya sesuai dengan kehendakNya. 
 Disini penulis ingin menganalisis perkara nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska ditinjau dari Saddu al-dzariah.  Saddu al-dzariah 
sendiri adalah menutup jalan kepada sesuatu.  
1.  Dalam perkara yang diajukan pemohon dengan alasan karena untuk 
menjaga agamanya supaya terhindar dari perzinahan karena Pemohon 
sering keluar kota untuk alasan pekerjaan namun istri tidak dapat 
menemani suami keluar kota dikarenakan mengurus anak-anaknya. 
2.  Pemohon tersebut khawatir dan takut terjerumus keperbuatan dilarang 
Allah yakni perzinahan. Maka syarat yang digunakan pemohon dalam 
permohonan belum memenuhi syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi 
Hukum Islam secara normatif menurut hakim kurang terpenuhi. 
3. Namun Hakim dalam pertimbangannya harus mengetengahkan nilai-nilai 
hukum yang hidup dimasyarakat Majelis Hakim Pengadilan Surakarta 
berpendirian untuk memenuhi ketentuan tersebut, hal ini sejalan dengan 
kaidah ushuliyyah yakni : 
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  بْل  ج ى ل ع  مَّد ق  م  د  سا ف  مْلا أْر د   ح لا  ص مْلا  
Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan. 
  Maka dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu 
yang menjadikan hal tersebut haram atau halal. Apabila perantara adanya 
poligami ketika seseorang tidak poligami maka dia akan terjerumus dalam 
perzinaan. Karena zina itu dilarang dalam AlQur’an Al-Isra’ ayat 32: 
   
    
       
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.79 
 Sehingga apabila poligami yang sebagai perantara menutup jalan yang 
buruk tidak dijalankan maka akan menjadi haram. Maka dalam poligami 
disini dikabulkan atau dibolehkan  karena Majelis Hakim mempertimbangkan 
dampak negatif / kerusakan  dari pada kemaslahatan itu sendiri. Karena 
menutup jalan kearah kerusakan adalah hukumnya wajib. Adapaun dampak 
negatif yang akan timbul terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama 
yakni perzinaan yang akan timbul dalam kehidupan sosial masyarakat 
menganggap buruk pelakunya.  
 Jadi Poligami ditinjau dari sadd al-dzari’ah adalah sebagai jalan atau 
perantara untuk menutup kerusakan atau keburukan yang menyebabkan akan 
                                               
       79 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Madina 
Qur;an, 2016, hlm. 285 
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terjerumusnya ke perzinahan. Dan zina adalah perbuatan yang diharamkan 
atau perbuatan buruk menurut hukum Islam.  
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Dari  uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hakim dalam Pertimbangannya dengan alasan yang dipakai pemohon secara 
normatif tidak memenuhi pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 
1Tahun 1974 jo pasal 57 kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan yang 
Hakim gunakan  yakni syarat kumulatif pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 
Perkawinan Tahun 1974  telah dipenuhi oleh Pemohon bahwa termohon dan 
calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia untuk di madu. Selain 
itu Hakim dalam pertimbangannya melihat dari sisi nilai-nilai hukum yang 
hidup dimasyarakat yang sesuai dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.  
2. Sebagaiman tinjaun dari Saddu Al-Dzariah dalam hal Majelis Hakim dalam 
pertimbangannya melihat dari segi nilai yang hidup dimasyarakat ini sejalan 
dengan ketentuan sadd al-zari’ah. Karena sadd al-dzari’ah sesuatu untuk 
menutup, menghindari sesuatu yang negatif. Majelis Hakim dalam 
Pertimbangan hukum dalam memberikan izin poligami melihat dari akibat 
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hukum yang akan ditimbulkan yakni perbuatan yang melanggar agama 
dalam hal ini zina maka majelis Hakim memberikan izin poligami dengan 
pertimbangan-pertimbangan perantara adanya poligami apabila 
ditinggalkan suami ditakutkan akan terjerumus ke dalam perzinahan 
sehingga poligami disini bisa diperbolehkan agar terwujudnya tujuan 
hukum syara’ maqa<s{id shari>’ah dalam memelihara Agamanya. 
B. Saran 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat 
diberikan sebagai berikut: 
1. Bagi Masyarakat pada umunya hendaknya ketika akan mengambil 
putusan untuk melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari 
satu supaya dipikirkan lebih matang tentang kehidupan yang akan 
datang dalam rumah tangga. Karena pada umumnya begitu 
poligami maka masalah yang timbul juga akan lebih bertambah. 
Diharapkan perlu mepertimbagkan terkait alasan yang akan dipakai 
jika ingin melakukan poligami dan benar-benar 
mempertimbangkan dapat berlaku adil diantara para istri dan anak-
anaknya nanti. Hendaknya diharapakan dapat berpegang teguh 
dalam Islam yang asasnya monogami karena berlaku adil itu sangat 
sulit. 
2. Bagi lembaga Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan 
perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama 
Islam agar senantiasa dalam memberi izin poligami haruslah 
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berpegang teguh kepada Undang-Undang ataupun segala hal yang 
mengatur tentang hukum poligami dengan tanpa mengurangi 
maupun menambahi serta memperhatikan nilai-nilai hukum yang 
timbul dalam masyarakat. 
3. Bagi perguruan tinggi, agar senantiasa memberi pengajaran serta 
ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya dalam mempersiapkan 
generasi-generasi penerus penegak keadilan dalam memutus 
permasalahan yang akan muncul dalam masyarakat.  
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Lampiran 5   : Hasil Wawancara dengan Hakim Anggota I Bapak (H.Zubaidi, 
S.H) pada tanggal                   24 September 2019 pukul 13.00-14.00 WIB  
 
1. Terkait Pertimbangan putusan Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska dasar 
Pertimbangan apa sajakah yang digunakan hakim dalam memutus perkara 
izin poligami baik menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam? 
Jadi terkait dengan dasar pertimbangan dalam memutus perkara izin 
poligami dalam hukum positif melihat dari Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dalam pasal 3 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam  pasal 57. 
Meskipun dalam pasal tersebut secara normatif tidak memenuhi Undang-
Undang tersebut. Akan tetapi Hakim disini juga melihat syarat kumulatif 
yang dilampirkan oleh Pemohon yang termuat dalam Undang-Undang No 
1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 5. Adanya persetujuan istri, adanya 
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan 
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 
2. Apakah ada alasan lain dalam pertimbangan hakim selain syarat alternatif 
dan kumulatif di atas dalam pertimbangan perkara Nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska? 
Yang pada intinya Majelis hakim perlu mengetengahkan maksud 
ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hakim 
dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 
  
 
 
dalam masyarakat sehingga putusanya sesuai dengan rasa keadilan”. 
Meskipun menggali hukum dimasyarakat hakim juga harus memerhatikan 
akibat yang ditimbulkan apabila poligami tidak dilakukan, yakni 
dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus pada hal yang dilarang. Hal 
yang dilarang disini yang dimaksud adalah perzinahan. 
 
3. Apakah ada tolak ukur hak dan kewajiban seorang istri dalam 
pertimbangan Hakim yang digunakan dalam putusan nomor 
0474/Pdt.G/2018/PA.Ska.? 
Perihal hak dan kewajiban istri terhadap suami tidak ada semua sama 
yakni yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur 
hak dan Kewajiban tersebut. Terkait ini Kompilasi Hukum Islam 
mengatur hak dan kewajiban pada pasal 77- 84. Adapun untuk kewajiban 
istri terhadap suami pada pokoknya sama yaitu taat terhadap suami. 
Pasal 83 ayat (1) menyebutkan “ kewajiban utama bagi seorang istri 
ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang 
dibenarkan oleh hukum Islam”. 
4. Dalan putusan perkara nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska disubutkan bahwa 
hakim memutus karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban karena 
tidak dapat menemani suami ke luar kota untuk alasan pekerjaan.  
Bagaimana menurut Bapak perihal istri tidak dapat menemani ke luar kota 
untuk alasan pekerjaan? 
  
 
 
Perihal istri tidak dapat menemani suami keluar kota istri disini 
sebenarnya sudah menjalankan kewajiban yakni karena mengurus anak-
anaknya mengapa tidak dapat menemani. Akan tetapi kewajiban seorang 
istri bukan hanya mengurus anak-anak akan tetapi tadi pada pasal 83 
ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mana seorang istri harus patuh dan 
taat pada suami.  
5. Menurut Bapak, adakah mengenai teori pertimbangan hakim dalam 
putusan nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Ska? 
Ada, yakni pada halaman 12 putusan disebutkan bahwa hakim dalam 
menggali hukum dalam masyarakat perlu melihat nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa 
keadilan. Meskipun adil dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 angatlah 
sulit maka cukup satu aja yang kamu kawini. Sebab harus menggali 
hukum dalam masyarakat berat Hakim dalam memutus perlu melihat 
bahwa dikhawatirkan akan terjerumus keperzinahan yang akan 
meyebebkan dosa. 
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